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Abstrak : 

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang melindungi kepentingan anak.Anak yang 

dilindungi oleh Negara dalam hal ini bukan saja untuk anak yang dalam keadaan kehidupan pada 

umumnya namun juga diberlakukan untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Undang-

undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu wujud dari 

kepedulian Negara atas anak. Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak, kedudu kan pembimbing 

kemasyarakatan sama dengan aparat penegak hukum lainnya, dimana dalam melaksanakan tugasnya 

harus saling berkoordinasi dan bekerja sama demi untuk kepentingan anak. Tugas Pembimbing 

Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penjatuhan putusan yang diambil oleh 

Hakim, karena penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan wajib 

dipertimbangkan.Hal ini karena penelitian kemasyarakatan dianggap sebagai salah satu bukti 

tambahan yang berisi lengkap mengenai anak sampai dengan latar belakangnya termasuk juga alasan 

dan pendapat anak terhadap kasus yang sedang dihadapi termasuk juga saran atau rekomendasi dari 

pembimbing kemasyarakatan. 
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Abstract : 

The State of Indonesia is a rule of law that protects the interests of children. Children protected 

by the State in this case are not only children who are in a state of life in general but are also applied 

to children who are dealing with the law. Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal 

Justice System is one form of the State's concern for children. In the Child Criminal Justice System, 

the position of social counselors is the same as that of other law enforcers, where in carrying out their 

duties they must coordinate with each other and work together in the interests of the child. The task of 

Community Guidance has a very important role in rendering decisions made by Judges, because social 

research made by community counselors must be considered. This is because community research is 

considered as one of the additional evidence that contains the full extent of the child to his background 

as well as the reasons and opinions of children against the case being faced as well as advice or 

recommendations from the social counselor. 
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A. Latar Belakang Masalah 

Setiap negara berkewajiban un 

tuk melindungi rakyatnya tanpa ter 

kecuali dari dewasa hingga anak-anak, 

mereka semua mendapatkan hak yang 

sama dalam hukum tidak ada diskri 

minasi sebagaimana asas equality be 

fore the lawyang berlaku universal di 

setiap Negara. di Indonesia asas ini 

sangat jelas tercantum dalam Pasal 27 

ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan 

semua warga negara memiliki kedudu 

kan yang sama di dalam hukum.  Arti 

kesamaan di dalam hukum adalah ba 

hwa semua warga Negara tanpa ter 

kecuali harus diperlakukan sama oleh 

hukum yang dalam hal ini diwakili 

oleh aparat penegak hukum dan juga 

pemerintah.  

Negara0Indonesia0adalah0Nega

ra0yang0berdasarkan atas0hukum. Se 

suai dengan fungsinya bahwa0ada 

nya0hukum adalah untuk mengatur 

dan menjadi pedoman hidup masyara 

kat dalam menjalankan kehidupannya 

yang berdampingan dengan oranglain, 

termasuk juga untuk memberikan san 

ksi apabila aturan hukum tersebut dila 

nggar sehingga dengan hukum diupa 

yakan agar tidak ada hak dari warga 

Negara yang terlanggar.  

Perlindungan yang diberikan ole 

h Negara melalui hukum tidak saja 

berlaku untuk orang dewasa, namun 

juga diberlakukan untuk anak-anak. 

Jika berbicara mengenai hukum pasti 

juga akan ada yang namanya pelaku 

pelanggaran atas hukum tersebut, dan 

dalam tulisan ini secara khusus akan 

dibahas mengenai tindak pidana yang 

dilakukan oleh anak.  

Hal tersebut diatas ini sejalan 

dengan pendapat dari Nandang Sam 

bas bahwa Tindak pidana yang ter jadi 

saat ini di masyarakat bukan saja 

terjadi oleh orang dewasa, bahkan 

kecenderungan pelakunya adalah anak 

-anak. Oleh karena itu berbagai cara 

pencegahan dan penanggulangan kena 

kalan anak perlu segera dilakukan.
2
 

Negara Indonesia sudah menga 

tur mengenai tata cara perlakuan ter 

hadap pelaku tindak pidana yang 

masih dibawah umur atau disebut 

dengan anak. Berbeda dengan pem 

berlakuan sistem hukuman yang di 

berikan untuk pelaku tindak pidana 

dewasa yaitu yang bertujuan untuk 

memberikan efek jera, namun un tuk 

pelaku tindak pidana anak tetap meng 

anut asas menjauhkan konsep membe 

rikan balasan. Perlindungan terhadap 

anak ini tercermin dalam undang-un 

dang nomor 11 tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (se 

lanjutnya disebut dengan UU Si stem 

Peradilan Pidana Anak) yang meru 

pakan perubahan atas Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penga 

dilan Anak, dimana dalam penanganan 

anak yang berhadapan dengan hukum 

khususnya untuk anak yang berkon 

flikdengan hukum diutamakan pende 

katan Keadilan Restoratif dan upaya 

Diversi. 

Pendekatan Keadilan Restoratif 

merupakan upaya penyelesaian perka 

ra pidana yang menitik beratkan pada 

pemulihan keadaan semula dengan me 

libatkan para pihak terkait yaitu 

pelaku, korban, keluarga korban dan 

                                                           
2
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pelaku dan pihak lain yang terkait.
3
 

Sedangkan Diversi adalah upaya peng 

alihan penyelesaian perkara anak dari 

proses di peradilan pidana menjadi 

proses0di0luar peradilan0pidana.
4
 

UU Sistem Peradilan Pidana A 

nak tersebut diatas sejalan dengan 

Undang-undang Nomor35 tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang-un 

dang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak khususnya pasal 1 

angka 2 yang menyebutkan bahwa per 

lindungan anak adalah semua kegia 

tan, upaya yang tujuannya adalah un 

tuk memberikan jaminan dan perlin 

dungan bagi anak dan hak-hak anak 

serta perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, agar mereka dapat hidup 

tumbuh dan berkembang secara opti 

mal sesuai dengan  harkat dan marta 

batnya sebagai manusia yang dilin 

dungi oleh Negara.
5
 

UU Sistem Peradilan Pidana A 

nak sangat memperhatikan kondisi 

anak, termasuk juga mengatur0me 

ngenai0penempatan0anak pada saat 

menjalani0pra-peradilan0ditempatkan 

di0tempat khusus yaitu Lembaga0Pem 

binaan0Khusus0Anak. Tempatnya di 

bedakan dari orang dewasa, karena 

                                                           
3
 Undang-undang0Nomor0110tahun 

20120Tentang0Sistem0Peradilan0Pidana0A

nak, Lembaran0Negara0Republik Indone 

sia0Tahun020120Nomor0153,0Tambahan0Le

mbaran0Negara0Republik0Indonesia0Nomor0

5332.0Pasal010angka06 
4
    Ibid.0Pasal010angka07 

5
 Undang-undang0Nomor0350tahun 

2014 tentang Perubahan0Atas0Undang-

undang0Nomor0 230Tahun020020Tentang 

Perlindungan0Anak,0Lembaran0Negara0Re

publik0Indonesia0Tahun020140Nomor0297,T

ambahan0Lembaran0Negara0Republik0Indon

esia0Nomor05606. Pasal 10angka 2 

mengingat bahwa perlakuan terhadap 

orang dewasa dan anak berbeda.Oleh 

karena itu penempatan anak tidak 

dapat dijadikan satu dengan orang de 

wasa.  

Seperti pendapat dari Wagiati 

Soetedjo dan Melani dalam bukunya 

bahwa Pemisahan sidang anak dan si 

dang yang mengadili perkara yang 

dilakukan oleh orang dewasa memang 

mutlak adanya, karena dengan dicam 

purnya perkara yang dilakukan oleh 

anak dan oleh orang dewasa tidak 

akan menjamin terwujudnya kesejahte 

raan anak. Dengan kata lain pemisa 

han ini penting dalam hal mengadakan 

perkembangan pidana dan perlakuan 

nya.
6
 

Perlakuan yang berbeda terha 

dap anak yang berhadapan dengan hu 

kum ini merupakan salah satu upaya 

pemerintah agar anak dapat tetap 

menjalani ke hidupan yang normal dan 

kembali ke lingkungannya dengan wa 

jar. Bagaimanapun psikis dan jiwa 

anak masih sangat rentan dengan se 

gala bentuk kekerasan dan diharapkan 

dengan adanya UU Sistem Pera dilan 

Pidana Anak ini khususnya untuk anak 

yang berkonflik dengan hukum dapat 

memberikan kehidupan yang masih 

memberikan mereka kesempatan un 

tuk tumbuh dan berkembang sebagai 

mana anak pada umum nya. 

UU Sistem0Peradilan0Pidana0A 

nak menekankan bahwa untuk dapat 

mencapai tujuan dari pemberlakuan 

undang-undang ini dibutuhkan kerja 

sama dan peran dari para pihak terkait, 

                                                           
6
 Wagiati Soetedjo; Melani,. 2013. 

Hukum0Pidana0Anak,0Edisi0Revisi.0Refika

0Adi tama.0Bandung.0hlm.41.   
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tidak saja hanya peran dari kepolisian, 

kejaksaan atau Hakim, namun juga 

peran dari pembimbing kemasyaraka 

tan yang memiliki peran tidak kalah 

penting dari aparat penegak hukum 

lainnya.  

Peran masing-masing aparat pe 

negak hukum telah diatur dalam UU 

Sistem Peradilan Pidana Anak, terlihat 

juga bahwa dalam aturan tersebut 

selalu diutamakan adanya koordinasi 

antar aparat penegak hukum sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi ma 

sing-masing. Pembimbing kemasyara 

katan adalah penegak hukum ya ng 

merupakan bagian dari sistem Pema 

syarakatan yang fungsinya adalah un 

tuk melak sanakan penelitian kemasya 

rakatan, pembimbingan, pengawasan 

dan pendampingan terhadap anak di 

dalam dan di luar proses peradilan 

pidana.
7
 

Tugas Pembimbing0Kemasyara 

katan0dalam0pasal 65 UU0Sistem0Pe 

radilan0Pidana0Anak0diantaranya ada 

lah : 

a) Membuat laporan penelitian ke 

masyarakatan untuk kepenting 

an Diversi, melakukan pendam 

pingan,pembimbingan, dan pe 

ngawasan terhadap Anak sela 

ma proses Diversi dan pelaksa 

naan kesepakatan, termasuk me 

laporkannya kepada pengadilan 

apabila Diversi tidak dilaksana 

kan;  

b) Membuat laporan penelitian ke 

masyarakatan untuk kepenting 

an penyidikan, penuntutan, dan 

persidangan dalam perkara 

                                                           
7
UU0Nomor0110tahun02012, Op.Cit. 

pasal010angka 13 

Anak, baik di dalam  maupun 

di luar sidang, termasuk di 

dalam LPAS dan LPKA;  

c) menentukanprogram perawatan 

Anak  di LPAS dan pembinaan 

Anak di LPKA bersama de 

ngan petugas pemasyarakatan 

lainnya;  

d) melakukan pendampingan,pem 

bimbingan, dan pengawasan ter 

hadap Anak yang berdasar kan 

putusan pengadilan dijatuhi pi 

dana atau dikenai tindakan; dan  

e) melakukan pendampingan, 

pembimbingan, dan pengawa 

san terhadap Anak yang mem 

peroleh asimilasi, pembebasan 

bersyarat,cuti menjelang bebas 

dan cuti bersyarat.
8
 

 

Tugas yang diberikan oleh un 

dang-undang kepada pembimbing ke 

masyarakatan seperti yang telah di 

sebutkan diatas, memperlihatkan bah 

wa fungsi dan peran dari pembimbing 

kemasyarakatan sangat penting dan 

dapat berpengaruh sejak proses pra 

peradilan sampai dengan pasca per 

adilan. 

Berdasarkan jabaran tersebut 

diatas maka penulis dalam tulisan ini 

akan membahas mengenai 1). Kedudu 

kan pembimbing kemasyarakatan da 

lam sistem peradilan pidana anak; 2). 

Korelasi saran pembimbing kema 

syarakatan terhadap siding klien anak 

di Pengadilan Negeri dan 3). 0Hubung 

an Saran Pembimbing Kemasyaraka 

tan Terhadap Putusan Klien Anak. 

 

 

                                                           
8
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B. Metode0Penelitian 

Penelitian ini0adalah0penelitian 

normative dengan0data primer dan0se 

kunder0yang dikumpulkan dengan 

cara membedah dan mengkaji bahan 

hukum berupa undang-undang0dasar, 

Kitab0Undang-undang0Hukum0 Aca 

ra,0Undang-undang dan Peraturan Me 

nteri dan bahan hukum lainnya ya 

ng0berkaitan0dengan peran dari Pem 

bimbing0kemasyarakatan0dalam0Sist

em0Peradilan0Pidana0Anak yang ke 

mudian dilakukan analisa untuk dapat 

mengetahui kedudukan Pembimbing 

Kemasyarakatan Dalam0Sistem0Pera 

dilan0Pidana0Anak Menurut Hukum 

Di0Indonesia, Proses Pemeriksaan Pi 

dana0Anak menurut UU0Nomor 

110tahun020120tentang0Sistem Pera 

dilan Pidana Anak dan Korelasi Saran 

Pembimbing Kemasyarakatan Terha 

dap Putusan Klien Anak di Pe 

ngadilan0Negeri. 

 

C. Hasil0Penelitian dan Pembaha 

san 

1. Kedudukan0Pembimbing0Kem

asyarakatan0Dalam0Sistem0Pe

radilan0Pidana Anak Menurut 

Hukum Di0Indonesia 

 

Pembimbing0Kemasyarakatan0m

erupakan0bagian0dari0sistem0peradil

an0yang0dalam0hal0ini0adalah0perad

ilan0pidana0anak. Fungsinya dalam pe 

ndampingan dan membimbing anak 

yang berhadapan dengan hukum me 

miliki peran yang cukup besar dalam 

hal mengarahkan dan mengembalikan 

anak pada tempatnya semula, sehingga 

tidak terpuruk dalam perkara pidana 

yang sedang dihadapinya. 

DS. 0Dewi0dan0Fathila0A0Sya 

kur berpendapat bahwa “Melihat0prin 

sip0tentang0perlindungan0anak0teruta

ma prinsip0non0diskriminasi0yang me 

ngutamakan0kepentingan0terbaik un 

tuk0anak0dan0hak0untuk0hidup, ke 

langsungan0hidup0dan perkembangan 

sehingga0memerlukan0bimbingan dari 

pembimbing0kemasyarakatan.”
9
 

Sistem0peradilan0pidana0anak0te

ntunya0berbeda0dengan0sistem0perad

ilan0pidana0dewasa, peradilan0pidana 

anak0meliputi0segala0aktivitas0pemer

iksaan0dan0pemutusan0perkara0 yang 

menyangkut0kepentingan0anak. Mene 

kankan0atau0memusatkan0pada kepen 

tingan0anak0harus0merupakan0 pusat 

perhatian dalam peradilan0pidana 

anak. 

Dalam0peradilan0pidana0anak0te

rdapat0beberapa0unsure0diantaranya:  

a) Penyidik0Anak;  

b) Penuntut0Umum0Anak;  

c) Hakim0Anak;  

d) Petugas Pemasyarakatan Anak: 

terdiri dari Pembimbing Kema 

syarakatan, Pekerja Sosial Pro 

fesional dan Tenaga kesejahte 

raan Sosial.
10

 

 

Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Biro 

krasi Nomor 22 tahun 2016 tentang 

Jabatan Fungsional Pembimbing Ke 

masyarakatan, bahwa Pembimbing Ke 

masyarakatan merupakan Aparatur Si 

pil Negara (ASN) yang juga pe ja 
                                                           

9
 DS.Dewi ;0Fatahila0A0Syakur. 2011. 

Mediasi0Penal0: 0Penerapan Restorative 

Justice0Di0Pengadilan0Anak0 Indonesia. 

Indie0Pre Publishing. De pok. hlm.13. 
10
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bat0fungsional. Sebagamana dalam 

pasal 1 angka 6 bahwa Pejabat0Fung 

sional0Pembimbing0 Kemasyarakatan 

adalah0PNS0yang0diberikan0tugas,tan

ggung0jawab, dan wewenang0untuk 

melaksanakan0kegiatan0dibidang0bim 

bingan0kemasyarakatan. 

Insan Firdaus dalam tulisannya 

menyimpulkan kedudukan Pembim 

bing Kemasyarakatan terbagi 3 (tiga), 

yaitu:  

1) Aparat Penegak Hukum  Pem 

bombing Kemasyarakatan seba 

gai aparat penegak hukum me 

mpunyai tugas dan fungsi un 

tuk ikut serta dalam setiap pro 

ses tahapan peradilan pidana 

anak. Kedudukannya sejajar 

dengan aparat penegak hukum 

lainnya seperti Polisi, Jaksa 

dan Hakim. 

2) Petugas Pemasyarakatan Seba 

gai petugas pemasyarakatan, 

Pembimbing Kemasyarakatan 

mempunyai peran  penting da 

lam mencapai tujuan sistem pe 

masyarakatan, yaitu membim 

bing warga binaan pemasya 

rakatan agar dapat berintegrasi 

dan diterima kembali oleh ling 

kungan masyarakat. 

3) Pejabat Fungsional, Sebagai pe 

jabat fungsional, Pembimbing 

Pemasyarakatan harus memili 

ki keahlian dan keterampilan 

khusus untuk melakukan tugas 

dan fungsi bimbingan kemasya 

rakatan. Oleh karena itu, untuk 

menduduki jabatan fungsional 

pembimbing kemasyarakatan 

harus me miliki kompetensi 

dan memenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan.
11

 

 

Pembimbing kemasyarakatan seba 

gai0 seorang0pendamping0anak yang 

berkonflik0dengan0hukum0harus 0me 

miliki0kualitas0pribadi,0 baik yang 

bersumber0dari0 kompetensi professi 

onnalnya0maupun0yang0 secara funda 

mental0melekat0pada0 kualitas kepri 

badiannya. 

Kualitas0pribadi0tersebut0dipero 

leh0disamping0melalui0proses0 pelati 

han,terlebih0utama0diperoleh0dari0pe

ngalaman0praktek0dengan0anak.Kesa

daran0untuk0membangun 0dan me 

ningkatkan0kualitas0kesadaran0untuk

membangun0dan0meningkatkan0kuali

tas0pribadi0pendamping0secara0terus

menerus0dikembangkan oleh pendam 

ping0itu0sendiri0 dalam0rangka tang 

gung0jawab0profesionalnya. 

Berbicara mengenai sistem peradi 

lan pidana anak, sebenarnya sistem ini 

merupakan keseluruhan proses penye 

lesaian perkara Anak yang berhadapan 

dengan hukum, mulai tahap penyeli 

dikan sampai  dengan tahap pembim 

bingan setelah menjalani  pidana.
12

 

Pembimbing kemasyarakatan bera 

da pada setiap tahapan baik pra pera 

dilan, pemeriksaan peradilan, dan taha 

pan pasca peradilan. 

                                                           
11

Insan0Firdaus.Peranan0Pembimbing 

Kemasyarakatan0Dalam0Upaya Penangga 

nan Overcrowded Pada0Lembaga0Pema 

syarakatan(The0Role0Of0Correctional0Advi

ser0In0Overcrowded0Handling0Efforts0in0

Correctional0Institutions). Jurnal0Ilmiah0Ke 

bijakan0Hukum.  Volume 13 Nomor 30Ta 

hun02019. Hlm.349 
12

UU Nomor 1 tahun02012. Op. Cit 

pasal010angka 1 

30     MAKSIGAMA : Volume 14 Nomor 1 periode Mei 2020 Hal. 25 - 38 



Kedudukan dari Pembimbing ke 

masyarakatan dalam sistem peradi lan 

pidana0anak sesuai dengan aman 

demen dalam0undang-undang0sistem 

peradilan0pidana0anak0yang baru, pe 

mbimbing kemasyarakatan sudah tidak 

sekedar membantu kepolisian, keja 

ksaan maupun Hakim, namun sudah 

sejajar dengan aparat0penegak0hu 

kum0lainnya. 

Pembimbing0Kemasyarakatan me 

nurut hukum0di Indonesia dalam0si 

stem0peradilan0pidana0anak, jika dije 

laskan dengan0skema adalah0sebagai 

berikut: 
Skema1.Sistem0Peradilan0Pidana0Anak 

 

   

2. Proses Pemeriksaan Pidana An 

ak menurut UU0Nomor 11 ta 

hun 20120tentang0SistemPeradi 

lan Pidana0Anak 

 

Penanganan anak0yang0berhada 

pan0dengan0hukum, memang berbeda 

penerapannya untuk kasus pidana 

dewasa, hal ini sangat jelas sudah 

dituangkan dalam beberapa0keten 

tuan0perundang-undangan0yang0bersi 

fat0khusus0yakni0antara0lain0sebagai

berikut: 

1) Undang-Undang0RI0 Nomor 

110Tahun020120tentang0 Sis 

tem0Peradilan0Pidana0 Anak, 

sebelumnya0Undang- Undang 

RI0Nomor030Tahun019970ten

tang0Pengadilan0Anak; 

2) Undang-Undang0RI0  Nomor  

350Tahun020140tentang0Peru

bahan0atas0Undang- Undang 

RI0Nomor0230Tahun0 2002 

tentang0Perlindungan0Anak; 

3) Undang-Undang0RI0 Nomor  

170Tahun020160tentang0Pene

tapan0Peraturan0 Pemerintah 

Pengganti0Undang -Undang 

Nomor 01 Tahun020160ten 

tang0Perubahan0Kedua0 Atas 

Undang-Undang0Nomor0 23 

Tahun 20020tentang0Perlin 

dungan0Anak0MenjadiUndang

-Undang; 

4) Peraturan0Pemerintah0Nomor

650Tahun020150tentang0Pedo

man0Pelaksanaan0Diversi0dan

Penanganan0Anak0yang0Belu

m0Berumur0120(Dua0Belas) 

Tahun; 

5) Peraturan0Mahkamah0 Agung 

Nomor040Tahun02014 0ten 

tang0Pelaksanaan0Diversi0 da 

Korelasi Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan  

Klien Anak Di Pengadilan Negeri, 

Nurul Farida                                                                              31 

                                                                                                                



lam0Sistem0Peradilan0Pidana

Anak; 

6) Peraturan0Jaksa0Agung0 No 

mor 06/A/J.A/04/20150ten 

tang0Pedoman0 Pelaksanaan 

Diversi. 

 

Dasar hukum tersebut diatas 

memerikan jaminan atas perlindungan 

anak dalam sistem peradilan pidana 

anak di Indonesia sebagaimana telah 

dibahas pada halaman sebelumnya 

pada tiap tahapan sejak penyidikan, 

penuntutan0sampai0dengan0di tingkat 

Pengadilan0Negeri diwajibkan untuk 

mengupayakan Diversi. Pengalihan pe 

nyelesaian diluar pengadilan ini hanya 

dapat dilakukan untuk kasus anak ya 

ng ancaman pidananya dibawah 7(tu 

juh) tahun dan juga merupakan ka sus 

pertama bukan kasus ulangan dari 

pelaku anak. 

Tujuan dari di lakukannya upaya 

diversi dalam UU sistem0peradilan0pi 

dana0anak0yaitu0: 

a) mencapai0perdamaian0antara0

korban0dan0Anak;  

b) menyelesaikan0perkara0Anak0

di luar0proses0peradilan;  

c) menghindarkan0Anak0dari0pe

rampasan0kemerdekaan;  

d) mendorong0masyarakat0untuk

berpartisipasi; 0dan  

e) menanamkan0rasa0tanggung0j

awab0kepada0Anak.
13

 

 

Pemeriksaan di kepolisian (pen 

yidik), penuntutan di kejaksaan oleh 

penuntut umum sampai dengan pe 

meriksaan di Pengadilan Negeri oleh 

Hakim, pelaksanaan proses Diversi 

                                                           
13

Ibid, pasal 6 

selain harus memperhatikan kategori 

tindak pidana;  umur anak, dukungan 

keluarga dan lingkungannya dan juga 

hasil penelitian kemasyarakatan dari 

Balai Pemasyarakatan atau Bapas, 

juga harus memperhatikan: a. Kepen 

tingan korban; b. kesejahteraan dan 

tanggung jawab Anak; c. penghinda 

ran stigma negatif; d.penghindaran 

pembalasan; e. keharmonisan masyara 

kat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum.
14

 

Sejak laporan masuk di kepo 

lisian, dalam UU Sistem Peradi 

lan0Pidana0Anak diatur bahwa0penyi 

dik khususnya untuk anak0yang0ber 

konflik0dengan0hukum0yang belum 

berusia 120tahun, maka penyidik 

wajib untuk meminta pendapat dari 

pembimbing kemasyarakatan. Hal ini 

karena yang masuk sebagai kategori 

anak0yang0berkonflik dalam huku 

m0adalah0anak0yang berusia antara 

120tahun sampai dengan 180tahun 

saja. Sehingga dengan usaia dibawah 

yang ditentukan oleh undang-undang 

dibutuhkan penannganan khusus se 

suai usianya dan pembimbing kema 

syarakatan yang dapat memberikan 

rekomendasi langkah lanjutan yang 

perlu dilakukan oleh penyidik. 

Pemeriksaan pada sidang di 

tingkat Pengadilan negeri terhadap 

anak dibedakan dalam 2 kategori yaitu 

pemeriksaan perkara0anak0yang0dian 

cam0pidana0dibawah070tahun dan pe 

meriksaan perkara anak yang diancam 

pidana diatas 7 tahun. Pada pe 

meriksaan perkara anak yang diancam 

pidana dibawah 7 tahun, yang me 

mimpin sidang adalah Hakim tunggal, 

                                                           
14
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dan sebaliknya untuk pemeriksaan 

perkara anak yang diancam pidana 

diatas 7 tahun adalah Hakim Majelis. 

Perbedaan penanganan pemeriksaan 

pada sidang anak tersebut didasari 

pemikiran karena pada perkara anak 

dengan ancaman pidana diatas  7 tahu 

n dianggap lebih rumit dan sulit pem 

bukti annya sehingga membutuhkan 

lebih dari satu Hakim untuk meme 

riksa perkara tersebut.  

Dalam pasal 55 UU Sistem Pe 

radilan Pidana Anak Hakim wajib me 

merintahkan anak untuk didampi ngi 

oleh orang tua/Wali atau pendamping, 

Advokat atau pemberi bantuan hukum 

lainnya, dan Pembimbing Kemasyara 

katan. Berdasarkan pasal tersebut anak 

wajib didampingi meskipun hanya di 

dampingi oleh Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya dan/atau Pem 

bimbing Kemasyarakatan, hal ini wa 

jib diterapkan karena apabila tidak 

dilakukan maka sidang anak tersebut  

batal demi hukum.  

Pada saat persidangan di Penga 

dilan juga terhadap pemeriksaan terha 

dap anak korban atau anak saksi apa 

bila mereka tidak dapat dimintai ke 

terangan di dalam persidangan maka 

Hakim dapat memerintahkan kepada 

anak saksi dan anak korban untuk 

didengar keterangannya di luar per 

sidangan. Pembimbing Kemasyaraka 

tan yang melakukan perekaman ter 

hadap keterangan dari anak saksi dan 

anak korban yang dilakukan di luar 

persidangan dengan menggunakan pe 

rekaman elektronik, yang diha diri pe 

nyidik atau Penuntut Umum dan Advo 

kat atau pemberi bantuan hukum, 

melalui pemeriksaan jarak jauh atau 

teleconference.
15

 

Peran lain dari0Pembimbing0Ke 

masyarakatan0dalam0perkara0pidana 

anak yang tidak kalah penting dengan 

tugasnya untuk mendampingi dan 

mengawasi anak0yang0berhadapan0de 

ngan0hukm yaitu melakukan0Pene 

litian0Kemasyaraka tan0atau yang0bia 

sa disingkat dengan Litmas. 0Pembu 

atan Litmas ini sama seperti penyu 

sunan penelitian pada umumnya di 

mana pembimbing kemasyarakatan 

juga harus mengumpulkan data ter 

masuk juga bertemu0dengan0penyi 

dik0untuk0me ngetahui0dan0memba 

has0mengenai kasus anak0yang sed 

ang dihadapi tersebut.  

Litmas ini ditentukan dengan 

urutan isinya yaitu : 

a) Identitas0klien 

b) Identitas0orang0tua0klien 

c) Gambaran0tindak0 pidana0yang 

disangkakan0pada0klien0seperti : 

Jenis0tindak0pidana; Latar0bela 

kang melakukan0tindak0pidana; 

Kronologis0terjadinya0tindak0 pi 

dana; Akibat0yang ditimbulkan0o 

leh perbuatan0klien 

d) Riwayat0hidup0klien0seperti:0Ri

wayat0pertumbuhan0dan0perkem

bangan; Riwayat0kesehatan0kli 

en; Riwayat0pendidikan0klien; 

Riwayat0pekerjaan0klien; Riwa 

yat0pelanggaran0hukum0klien; 

e) Kondisi0keluarga0klien, 0 seperti 

Riwayat0pernikahan0orang0 tua; 

Pola0pengasuhan0orang0tua; 0Re 

lasi0sosial0dalam0keluarga0klien; 

Relasi0sosial0keluarga0klien0den
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gan0lingkungan0masyarakat; 0Ke 

adaan0sosial0ekonomi0 keluarga; 

Keadaan0rumah0orang0tua0klien 

f) Kondisi0lingkungan0setempat0se

perti: 0Keadaan0geografis; 0Ma 

ta0pencarian0penduduk; Tingkat 

pendidikan0kemasyarakatan;0 Ke 

adaan0sosial;0Nilai0dan0 norma 

dan0kebiasaan0yang0berkembang

di0Masyarakat;0Fasilitas0 sosial 

dan0umum 

g) Tanggapan0klien0terhadap0masal

ahnya0seperti: Tanggapan/ sikap 

penyelesaian klien0terhadap0pela 

nggaran0dan0proses0hukum0yan

gdijalaninya; 0Tanggapan0dan0pe 

nilaian0klien0terhadap0kesalahan

nya; 0Tanggapan0tentang0konsek 

uensi0dan0dampak0 pelanggaran 

yang0dilakukan0terhadap0dirinya

sendiri, 0korban, keluarga0dan0li 

ngkungan0masyarakat. 

h) Kebutuhan0klien 

i) Pandangan0masa0depan0klien 

j) Tanggapan0berbagai0pihak0terha

dap0klien0dan0masalahnya 

k) Analisa0masalah0klien 

l) Kesimpulan0dan0rekomendasi. 

 

Berdasarkan Litmas itulah yang 

menjadi dasar rekomendasi pembim 

bing kemasyarakatan kepada pe nyidik 

untuk dilakukan Diversi. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan untuk men 

dapatkan putusan terbaik bagi anak 

pelaku ataupun bagi anak korban. 

Oleh karena itu proses diversi ini 

dilakukan secara musyarawah oleh 

semua pihak terkait termasuk anak 

pelaku dan anak korban beserta ke 

luarganya 

Pembimbing Kemasyarakatan ju 

ga akan bertindak aktif dalam mem 

berikan arahan dan juga melakkan 

negosiasi dengan semua pihak baik 

dari pihak anak pelaku maupun pihak 

anak korban. Apabila proses diversi 

tersebut berhasil maka akan ditetapkan 

kesepakatan diversi oleh Pengadilan 

Negeri, tetapi jika gagal maka proses 

perkara akan dilanjutkan pada tahapan 

berikutnya. Yaitu tahapan penuntutan 

dan pemeriksaan di Pengadilan. Mes 

kipun demikian proses diversi juga 

tetap dilakukan di tingkat penuntutan 

maupun pemeriksaan.
16

 

Peran Pembimbing Kemasyara 

katan pada setiap tahapan secara 

umum adalah0membuat0laporan0pene 

litian0kemasyarakatan0untuk0kepenti

ngan0penyidikan, 0penuntutan, danper  

sidangan0dalam0perkara0anak, 0mela 

kukan pendampingan, 0melakukan0pe 

mbimbi-ngan, dan melakukan penga 

was an terhadap Anak selama proses 

Diversi dan pelaksanaan kesepakatan. 

Litmas yang0dibuat oleh Pem 

bimbing0Kemasyarakatan dapat juga 

dikategorikan sebagai salah satu alat 

bukti0tambahan selain alat bukti 

lainnya, guna untuk membantu 

meyakinkan Hakim atas kebenaran 

posisi dari kasus pidana anak tersebut. 

Hal ini diatur secara jelas da 

lam0Pasal01840ayat0 (1) 0KUHAP, 

yaitu0alat0bukti0surat. Sesuai0penger 

tian0alat0bukti0adalah0segala0sesuatu

yang0ada0hubunganya0dengan0suatu

perbuatan0di0mana0dengan0alat-alat 

bukti0tersebut0dapat0 dipergunakan 

sebagai0bahan0pembuktian0guna0me

nimbulkan0keyakinan0hakim0atas0ke

benaran0adanya0suatu0tindak0pidana

0yang0telah0dilakukan0terdakwa. 
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3. Korelasi Saran Pembimbing Ke 

masyarakatan Terhadap Putu 

san Klien Anak di Pengadilan 

Negeri 

 

Pada pembahasan diatas sudah 

sangat jelas bahwa pembimbing ke 

masyarakatan menempati posisi yang 

cukup penting karena tidak saja 

bertugas dalam melakukan pendam 

pingan dan juga pembinaan terhadap 

anak0yang0berkonflik0terhadap huku 

m, 0pembimbing kemasyarakatan ju 

ga0bertugas untuk0membuat laporan 

penelitian kemasyarakatan yang di 

gunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam proses penyidikan, penuntutan 

dan juga pengambilan putusan oleh 

Hakim. Tidak berhenti disana tugas 

pembimbing kemasyarakatan juga ma 

sih sampai tahapan setelah putusan 

Hakim dijatuhkan. 

Melalui definisi tentang Klien 

Anak dalam0pasal010ayat0 (23) UU0 

Nomor0110tahun02012, terlihat jelas 

peran0pembimbing0kemasyarakatan0t

erhadap0anak0yang0berhadapan0deng

an0hukum yaitu melakukan pelaya 

nan, membimbing, mengawasi dan 

juga mendampingi Klien Anak. Saran 

atau masukan dari pembimbing kema 

syarakatan tidak saja untuk tahapan 

penyidikan maupun penuntutan, tetapi 

juga dibutuhkan pada0saat pemeriksa 

an0Klien Anak0di0tingkat penga dilan 

negeri atau0pada saat sidang klien 

anak dilakukan. 

Anak0yang0berhadapan0dengan

hukum0yang0berada0di0dalam0 pela 

yanan, 0pembimbingan, 0pengawasan, 

dan0pendampingan0Pembimbing0 Ke 

masyarakatan0atau biasanya disebut 

dengan Klien0Anak tidak saja berlaku 

untuk anak0yang0berkonflik 0dengan 

hukum, 0tetapi0juga berlaku untuk 

anak0yang0menjadi0saksi tindak0pida 

na0dan0juga anak0yang0 menjadi0kor 

ban dari tindak0pidana.  

Pemeriksaan pada sidang di ting 

kat Pengadilan negeri terhadap anak 

dilakukan tertutup untuk umum, na 

mun putusan tetap dilakukan terbuka 

untuk umum, hal ini sesuai dengan 

ketentuan dalam Kitab Undang-un 

dang Hukum Acara Pidana pasal 

1950yang berbunyi0 “Semua0 putusan 

pengadilan0hanya0sah0dan0mempun

yai0kekuatan0hukum0apabila0diucap

kan0di0sidang0terbuka0untuk0umum.

”
17

artinya bahwa putusan akan tidak 

sah0dan tidak mempunyai0kekuatan 

hukum0jika tidak diucapkan0terbuka 

untuk0umum. 

Sesuai dengan0UU0Sistem0Pera 

dilan0Pidana0Anak0Nomor0110tahun

2012, 0sebelum menjatuhkan Putusan 

Hakim0akan terlebih dahulu : 

a) Memberikan0kesempatan0kepada

orang0tua/wali/pendampinguntuk

mengemukakan0hal0yang0 ber 

manfaat0bagi0anak. 

b) Anak0Korban0diberi0kesempatan

untuk0menyampaikan0pendapat0t

entang0perkara0yang0bersangkut

an.  

c) Pembimbing0Kemasyarakatan0di

perintahkan untuk0membacakan 

laporan0Penelitian0Kemasyarakat

an.  

 

Saran atau rekomendasi pem 

bimbing0kemasyarakatan yang ditu 

angkan dalam Litmas memiliki kore 

                                                           
17

Kitab0Undang-undang0Hukum 
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lasi dengan putusan Hakim yang 

dibuat. Hal ini dikarena kan bah 

wa0Hakim0wajib0 mempertimbangan 

laporan0Litmas dari0pembimbing0ke 

masyarakatan0sebelum0 menjatuhkan 

putusan, 0karena apabila hal0ini ti 

dak0dilakukan maka putusan0ya ng 

dibuat oleh Hakim Batal0Demi0Hu 

kum. 0Hal0ini0diatur jelas0dalam0pa 

sal010 ayat0 (3) 0UU0Sistem0Peradi 

lan0Pidana0Anak. 

Negara sangat melindungi ana 

k0melalui UU0Sistem0Peradilan0Pi 

dana0Anak0ini. 0Termasuk0juga penti 

ngnya peran dari pembimbing kema 

syaraka tan yang selama ini tidak 

begitu diketahui oleh masyarakat 

umum. Peran yang besar tersebut 

sangat berpengaruh terhadap putusan 

yang diambil oleh Hakim.Karena 

menyangkut kehidupan anak pasca 

putusan, maka pembimbing kema 

syarakatan wajib memiliki keahlian 

dan juga kemampuan dalam menyusun 

Litmas dengan data yang akurat dan 

benar. 

Berkaitan0dengan0putusan0yan

g0dijatuhkan0oleh0Hakim0terhadap0a

nak0yang0berkonflik0hukum0yang0b

elum0berusia0140tahun sesuai dengan 

pasal 69 ayat (2) hanya dapat dikenai 

tindakan bukan pemidanaan. Sedang 

kan0anak0yang0sudah berusia0140ta 

hun0ke0atas dalam pasal 71 dapa 

t0dijatuhi0pidana0yang macam-maca 

m0pidananya sebagaimana0berikut : 

a) Pidana0pokok0yang0terdiri0d

ari0a.pidana0peringatan; b. pi 

dana0bersyarat(pembinaan0pa

da0lembaga,0pelayanan0masy

arakat, pengawasan); c.pela 

tihan0kerja; d.pembinaan da 

lam0lembaga0dan0penjara; 

b) Pidana0tambahan0berupa0 pe 

rampasan0keuntungan0yangdi

peroleh0dari0tindak0 pidana, 

pemenuhan0kewajiban0adat. 

 

Menurut pasal079 ayat0 (2) 0UU 

Sistem peradilan Pidana Anak, 

apabila0dalam0hukum0materil0seoran

g0anak0yang0berkonflik0hukum0dian

cam0pidana0kumulatif0berupa0pidana

penjara0dan0denda,0maka0pidana0de

nda0diganti denan0pelatihan0kerja0pa 

ling0singkat030bulan0dan0paling0 la 

ma010tahun. 0Pidana0pembatasan0ke 

bebasan0yang0dijatuhkan0 terhadap 

anak0hanya berlaku untuk anak yang 

melakukan0tindak0pidana0berat0atau 

tindak0pidana0yang0disertai0 dengan 

kekerasan, yaitu dengan ketentuan0 pa 

ling0lama0½0dari0maksimun0 pidana 

penjara0yang0diancamkan0 terhadap 

orang 0dewasa. Pada pasal0 90ayat (3) 

ditentukan aturan Minimum0khusus 

pidana0penjara0tidak0berlaku0 terha 

dap0Anak. 

Upaya hukum atas putusan Ha 

kim pada Pengadilan Negeri, dapat 

dilakukan oleh anak0yang0berkonflik 

hukum0atau0oleh0Penuntut0Umum sa 

ma seperti pada perkara pidana pada 

umumnya yaitu dengan menga jukan 

banding, kasasi dan peninjauan kem 

bali. 

 

D. Penutup 

Pembimbing Kemasyarakatan ber 

dasarkanUU0Nomor0110Tahun0 2012 

tentang0Sistem0Peradilan0Pidana0An

ak0kedudukannya sama dengan aparat 

penegak hukum0lainnya seperti Pe 

nyidik Anak; 0Penuntut Umum Anak; 

dan Hakim Anak. Pembimbing Kema 

syarakatan merupakan Petugas Pema 
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syarakatan Anak bersama-sama de 

ngan0Pekerja0Sosial0Profesional0dan

Tenaga0Kesejahteraan0Sosial.Pembim

bing0Kemasyarakatan0adalah Apara 

tur Sipil Negara (ASN) dan bertugas 

untuk mendampingi dan membimbing 

anak0yang0berhadapan0dengan0 hu 

kum. 

Peran Pembimbing Kemasyaraka 

tan dalam0proses0pidana0anak0sangat 

besar karena selain membuat lapo 

ran0hasil0penelitian0Kemasyarakatan, 

juga bertugas untuk0mendampingi 

anak0yang0berhadapan0dengan0huku

m0dalam0penyelesaian0perkara0pidan

a0Anak. 0Sejak tahapan pemeriksaan 

di0kepolisian, kejaksaan0sampai peme 

riksaan di pengadilan, Anak0yang 

berhadapan dengan0hukum wajib 

didampingi0oleh0Pembimbing0Kema

syarakatan. 

Korelasi saran dari pembimbing 

kemasyarakat dalam penjatuhan pu 

tusan oleh Hakim di Pengadilan 

Negeri yaitu bahwa sesuai0dengan 

pasal010 ayat0 (3) 0UU Nomor 11 

Tahun02012, Hakim0wajib0mem per 

timbangkan0laporan0penelitian0kema

syarakatan0yang0dibuat oleh Pembim 

bing0kemasyarakatan, karena0apabila 

tidak dilakukan maka0putusan Ha 

kim0akan batal0demi0hukum. 0 
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